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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-
XI111/2015 mengenai Kketentuan persyaratan tempat
tinggal Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5711);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 7);
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Menetapkan

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 10, angka 12,
dan angka 16 diubah, dan diantara angka 7 dan angka 8
disisipi angka barn yakti angka 7a, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa  sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga di Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija
yang bekeija pada instansi pemerintah.

. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa.

Bakal Calon adalah Warga Desa yang mengajukan
lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat
Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang
dinyatakan telah lulus ujism penyaringan.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh
Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal
Calon dari Warga Desa setempat.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari
segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para
Bakal Calon.

Sumpah/ Janji adalah pemyataan yang diucapkan
dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha
Esa, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu
benar.

Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta
bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

Hari adalah hari keija Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang.
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17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 8 dan ayat (2)
diubah, huruf c dan huruf d angka 10 dihapus, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang
memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun;

c. dihapus;
d. syarat lain:

1. Dbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keuntuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

3. tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara;

4. tidak pemah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap Kkarena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang;

5. sehatjasmani dan rohani;
6. berkelakuan baik;

7. tidak pemah melakukan tindakan tercela yang
menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di
masyarakat;

8. belum pemah mengundurkan  diri  dari
Perangkat Desa kecuali setelah melampaui
waktu 12 (dua belas) tahun;

9. tidak pemah diberhentikan dari Perangkat Desa
karena melanggar larangan Perangkat Desa;

10. dihapus;
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11. memiliki keterampilan dasar membaca dan
menulis, serta memiliki keterampilan sesuai
dengan kompetensijabatan.

(2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai
Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan
sebagai dimaksud pada ayat (1), juga harus
mendapatkan izin  tertulis dari Bupati dan
melampirkan surat pemyataan bersedia diberhentikan
dari jabatan organiknya.

(3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai
Perangkat Desa lain wajib melampirkan izin Kepala
Desa.

(4) Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi
Perangkat Desa yang lain, mulai terhitung dari tanggal
pelantikan di berhentikan dari jabatan semula oleh
Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
Diundangkan di Pemalang JUNAEDI
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd
BUDHIRAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAOIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SJUGIHARTO, SH
Peirfbina Tingkat |
NIP. 19670510 199603 1002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

UMUM

Bahwa dengan adanya dinamika perubahan pengaturan
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan
pelaksanaannya yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija
Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mendasari dinamika terakhir yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XII11/2015 mengenai ketentuan syarat domisili Bakal
Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal Il
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7



